
 
   

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421Laman : wwwbkn.go.id; | Pos-el : humas@bkn.go.id 
     

Jakarta, 1 September 2024 

  Nomor    : 5813 /B-SI.02.01/SD/E/2024 

Sifat  : Segera 

Lampiran  : 1 (satu) berkas 

 Hal : Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium       

Kesehatan 

 

 Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian  

Daftar terlampir 

Di Tempat 

 

 

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 

B/3930/SM.01.00/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut Atas Surat 

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Permohonan 

Penjelasan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024, menyatakan bahwa 

pelamar yang mendaftar pada jabatan pranata laboratorium kesehatan baik 

keahlian dan keterampilan, apabila mendaftar pada fasilitas kesehatan yang 

mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib 

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dengan ini kami sampaikan beberapa hal: 

1. Instansi segera melakukan penyesuaian pada pengumuman seleksi, khususnya 

pada bagian persyaratan, dengan mencantumkan syarat STR untuk jabatan 

pranata laboratorium kesehatan dengan kualifikasi pendidikan, 

a. Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli:  

i. Diploma IV Analis Kesehatan  

ii. Diploma IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan  

iii. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi 

/konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis

iv. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi 

/konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis  

b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil:  

i. Diploma III Analis Kesehatan  
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ii. Diploma III Teknologi Laboratorium Medik  

iii. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 

2. Saat ini pada SSCASN pendaftaran sudah tersedia fitur unggah STR untuk 

Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dengan kualifikasi pendidikan pada 

poin 1; 

3. Pada tanggal 25 Agustus 2024 terdapat 591 pelamar yang telah mengakhiri 

pendaftaran sebelum penyesuaian sistem SSCASN sehingga tidak mengunggah 

STR  (daftar pelamar dapat diakses di akun admin SSCASN Instansi); 

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data STR terhadap 591 pelamar tersebut oleh 

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang tertuang dalam 

surat Kementerian Kesehatan Nomor PN.02.01/F.II/2744/2024 Tanggal 31 

Agustus 2024, terdapat sejumlah 585 pelamar memiliki STR aktif dan 6 pelamar 

tidak tersedia STR (2 pelamar dengan STR tidak aktif dan 4 pelamar tidak 

tersedia STR). 

5. Validitas data 585 pelamar memiliki STR aktif, sebagaimana dimaksud pada poin 

4 merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. 

6. Terhadap data pelamar yang tersebut pada poin 4 sejumlah 585 pelamar yang 

telah memiliki STR aktif akan dilakukan proses auto verified atau memenuhi 

syarat otomatis pada bagian persyaratan STR di dalam SSCASN Verifikasi; 

7. Terhadap data pelamar yang tersebut pada poin 4 sejumlah 6 pelamar yang tidak 

tersedia STR-nya pada KTKI, Instansi agar segera menghubungi pelamar 

dimaksud dan menyampaikan ketentuan wajib STR terhadap formasi jabatan 

yang dilamarnya sampai dengan batas waktu pelamaran. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan 

terima kasih. 

 

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, 

 

 

 
 

      ^ 
 
Tembusan: 
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
2. Menteri Kesehatan; dan 
3. Plt. Kepala BKN. 
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    Lampiran I  
    Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 
    Badan Kepegawaian Negara 
    Nomor  : 5813/B-SI.02.01/SD/E/2024 
    Tanggal : 1 September 2024 
 

Daftar Instansi  
 

Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Kejaksaan Agung 00 2  

Kementerian Perdagangan 00 1 1 

Kementerian Kesehatan 00 59  

Kementerian Perhubungan 00 1  

Kementerian Pertahanan 00 2  

Kementerian Sekretariat Negara 00 1  

Pemerintah Kab. Blora 01 4  

Pemerintah Kab. Grobogan 01 2  

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 01 5  

Pemerintah Kab. Gunung Kidul 01 7  

Pemerintah Kota Semarang 01 2  

Pemerintah Kab. Sukoharjo 01 4  

Pemerintah Kab. Batang 01 2  

Pemerintah Kab. Kendal 01 1  

Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

01 10  

Pemerintah Kab. Karanganyar 01 5  

Pemerintah Kab. Madiun 02 4  

Pemerintah Kab. Mojokerto 02 2  

Pemerintah Kota Kediri 02 2  

Pemerintah Kab. Bojonegoro 02 5  

Pemerintah Kab. Ngawi 02 8  
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Kab. Sampang 02 14  

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 02 10  

Pemerintah Kota Surabaya 02 18  

Pemerintah Kab. Ponorogo 02 3  

Pemerintah Kab. Sumenep 02 1  

Pemerintah Kab. Majalengka 03 8  

Pemerintah Kab. Karawang 03 7  

Pemerintah Kab. Tangerang 03 26  

Pemerintah Kota Banjar 03 7  

Pemerintah Kab. Lebak 03 2  

Pemerintah Kota Serang 03 6  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 03 11  

Pemerintah Kab. Pandeglang 03 2  

Pemerintah Kab. Bogor 03 9  

Pemerintah Kab. Seram Bagian 
Timur 

04 3  

Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

04 13  

Pemerintah Kab. Wakatobi 04 1  

Pemerintah Kab. Barru 04 2  

Pemerintah Kota Ambon 04 2  

Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah 

04 1  

Pemerintah Kota Kendari 04 1  

Pemerintah Kab. Maluku Barat 
Daya 

04 3  

Pemerintah Kab. Takalar 04 2  

Pemerintah Kab. Sigi 04 1  
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Kab. Parigi Moutong 04 3  

Pemerintah Kab. Banggai 04 3  

Pemerintah Kab. Kepulauan 
Tanimbar 

04 2  

Pemerintah Kab. Morowali Utara 04 5  

Pemerintah Provinsi Maluku 04 2  

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru 04 2  

Pemerintah Kab. Luwu Timur 04 2 1 

Pemerintah Kab. Konawe Utara 04 1  

Pemerintah Kab. Banggai 
Kepulauan 

04 1  

Pemerintah Kab. Maluku Tengah 04 2  

Pemerintah Kota Tual 04 2  

Pemerintah Kab. Buton 04 3  

Pemerintah Kab. Buru Selatan 04 1  

Pemerintah Kab. Tana Toraja 04 1  

Pemerintah Kab. Muna Barat 04 3  

Pemerintah Kab. Morowali 04 1  

Pemerintah Kab. Donggala 04 2  

Pemerintah Kab. Maluku 
Tenggara 

04 2  

Pemerintah Kab. Bengkayang 05 2  

Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 

05 7  

Pemerintah Kab. Kayong Utara 05 1  

Pemerintah Kab. Pesisir Barat 05 2  

Pemerintah Kab. Sambas 05 2  

Pemerintah Provinsi Lampung 05 2  
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Kab. Landak 05 9  

Pemerintah Kab. Mandailing Natal 06 3  

Pemerintah Kab. Simalungun 06 5  

Pemerintah Kab. Nias Utara 06 1  

Pemerintah Kota Pematangsiantar 06 1  

Pemerintah Kab. Nias 06 1  

Pemerintah Kab. Deli Serdang 06 6  

Pemerintah Kab. Nias Barat 06 2  

Pemerintah Kab. Ogan Komering 
Ulu Timur 

07 4  

Pemerintah Kab. Lahat 07 8  

Pemerintah Kab. Sarolangun 07 3  

Pemerintah Kab. Mukomuko 07 1  

Pemerintah Kab. Kaur 07 1  

Pemerintah Provinsi Bengkulu 07 1  

Pemerintah Kab. Banyuasin 07 4  

Pemerintah Kab. Kerinci 07 3  

Pemerintah Kab. Penukal Abab 
Lematang Ilir 

07 1  

Pemerintah Kab. Belitung Timur 07 2  

Pemerintah Kab. Muara Enim 07 7  

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung 
Barat 

07 1  

Pemerintah Kab. Seluma 07 1  

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 07 2  

Pemerintah Kota Pagar Alam 07 3  

Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan 

07 3  
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

08 2  

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 08 5  

Pemerintah Kab. Hulu Sungai 
Selatan 

08 2  

Pemerintah Kab. Lamandau 08 4  

Pemerintah Kab. Kotawaringin 
Timur 

08 1  

Pemerintah Kab. Kapuas 08 2  

Pemerintah Kab. Penajam Paser 
Utara 

08 2  

Pemerintah Kab. Paser 08 5  

Pemerintah Kab. Katingan 08 1  

Pemerintah Kab. Kotabaru 08 3  

Pemerintah Kab. Seruyan 08 1  

Pemerintah Kab. Pulang Pisau 08 1  

Pemerintah Kab. Barito Utara 08 2  

Pemerintah Kota Bontang 08 1  

Pemerintah Kab. Berau 08 6  

Pemerintah Kab. Barito Timur 08 2  

Pemerintah Kab. Kepulauan 
Yapen  

09 1  

Pemerintah Kab. Deiyai 09 1  

Pemerintah Kab. Nduga 09 1  

Pemerintah Kab. Mimika 09 3  

Pemerintah Kab. Jayapura 09 3 2 

Pemerintah Kab. Biak Numfor 09 2  

Pemerintah Kab. Intan Jaya 09 1 1 
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Kab. Sumba Timur 10 1  

Pemerintah Kab. Ngada 10 1  

Pemerintah Kab. Sikka 10 4  

Pemerintah Kab. Badung 10 17  

Pemerintah Provinsi NTT 10 8  

Pemerintah Kab. Klungkung 10 2  

Pemerintah Kota Kupang 10 1  

Pemerintah Kab. Rote Ndao 10 1  

Pemerintah Kab. Sumba Barat 10 1  

Pemerintah Kab. Manggarai 10 4  

Pemerintah Kab. Ende 10 6  

Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 

10 3  

Pemerintah Provinsi Bali 10 7  

Pemerintah Kab. Karangasem 10 3  

Pemerintah Kab. Sumba Barat 
Daya 

10 1  

Pemerintah Kab. Manggarai Barat 10 2  

Pemerintah Kab. Lembata 10 4 1 

Pemerintah Kab. Pulau Morotai 11 1  

Pemerintah Kota Bitung 11 1  

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 11 2  

Pemerintah Kab. Minahasa 
Tenggara 

11 1  

Pemerintah Provinsi Maluku Utara 11 7  

Pemerintah Kab. Halmahera Timur 11 1  

Pemerintah Kab. Gorontalo 11 4  
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Instansi 
Wilayah 
Kantor 

Regional 

Jumlah 
Pelamar STR 

Aktif* 

Jumlah 
Pelamar 

STR Tidak 
Ditemukan* 

Pemerintah Kab. Minahasa 11 3  

Pemerintah Kab. Halmahera Utara 11 2  

Pemerintah Kab. Minahasa 
Selatan 

11 3  

Pemerintah Kab. Bolaang 
Mongondow Timur 

11 1  

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro 

11 1  

Pemerintah Kab. Halmahera 
Tengah 

11 1  

Pemerintah Kota Manado 11 1  

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 12 7  

Pemerintah Kota Padang 12 2  

Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat 

12 4  

Pemerintah Kota Solok 12 1  

Pemerintah Provinsi Riau 12 1  

Pemerintah Kab. Sijunjung 12 8  

Pemerintah Kab. Kampar 12 3  

Pemerintah Kab. Aceh Besar 13 1  

Pemerintah Kab. Aceh Barat 13 2  

Pemerintah Kab. Sorong 14 1  

 
*berdasarkan data KTKI s.d tanggal 31 Agustus 2024* 
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